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ABSTRAK 

Negara Indonesia sejatinya memliki tanggungjawab akan kesejahteraan 

masyarakat, oleh karena upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menaruh 

perhatian lebih terhadap pemanfaatan filantropi. Salah satu bentuk perhatian 

negara terhadap hal tersebut adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang yang kemudian 

disingkat UU PUB. Undang-undang ini diharapkan menjadi sebuah kebijakan 

negara yang mampu untuk mengatasi permasalahan dalam kegiatan pengumpulan 

uang atau barang hingga pada akhirnya dapat tercapai kesejahteraan. Namun 

undang-undang tersebut dinilai tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi saat 

ini karena terdapat kekurangan dalam hal penegakan hukum, akuntabilitas, 

maupun pemanfaatan teknologi. Permasalahan inilah yang kemudian diangkat 

dalam penelitian ini, bagaimana implikasi hukum undang-undang tersebut dalam 

perkembangan filantropi di Indonesia, dan bagaimana Maqasid Syari’ah Jasser 

Auda memandang undang-undang tersebut. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang dapat 

disebut juga penelitian kepustakaan dengan pendekatan undang-undang dan 

analisis. Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum yang 

relevan, kemudian diolah dan dianalisis secara logis dan komprehensif sesuai 

dengan kerangka teori yang telah ada serta disajikan dengan bentuk kualitatif. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi hukum UU PUB dapat 

dilihat dari beberapa aspek yang terdapat dalam prinsip-prinsip good governance. 

Secara keseluruhan implikasi hukum UU PUB mengakibatkan adanya 

ketidakpastian hukum serta ketidaktertiban hukum yang meliputi semakin banyak 

kegiatan pengumpulan uang atau barang tidak berizin, hilangnya kepercayaan 

masyarakat, merepotkan penyelenggara dalam hal perizinan, serta potensi besar 

filantropi di Indonesia yang tidak bisa dimanfaatkan maksimal. Kemudian 

pandangan Maqasid Syari’ah Jasser Auda terhadap UU PUB dapat dikatakan 

bahwa adanya tujuan baik kebijakan tersebut dalam mencapai kemaslahatan 

manusia. Namun tujuan baik tersebut tidak didukung dengan ketentuan-ketentuan 

yang ada dalam UU PUB. Berdasarkan 6 (enam) fitur pendekatan sistem yang 

dikembangkan oleh Jasser Auda hanya fitur kemenyeluruhan dan hierarki saling 

berkaitan saja yang telah terpenuhi, sedangkan fitur kognitif, keterbukaan, multi 

dimensionalitas, dan kebermaksudan belum terpenuhi. 

 

Kata Kunci: Implikasi Hukum, UU PUB, Prinsip Good Governance, Maqasid 

Syari’ah Jasser Auda. 
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ABSTRACT 

The Indonesian state actually has a responsibility for the welfare of the 

community, because the effort that can be done is to pay more attention to the use 

of philanthropy. One form of state attention to this is the issuance of Law Number 

9 of 1961 concerning the Collection of Money or Goods, which is then abbreviated 

as CMG regulations. This law is expected to be a state policy that is able to 

overcome problems in collecting money or goods so that in the end prosperity can 

be achieved. However, the law is considered irrelevant to the current situation and 

conditions because there are shortcomings in terms of law enforcement, 

accountability, and the use of technology. This issue is then raised in this research, 

what are the legal implications of the law in the development of philanthropy in 

Indonesia, and how Maqasid Shari'ah views the law. 

This research is a type of normative juridical research which can also be 

called library research with a legal and analytical approach. Data analysis was 

carried out by collecting relevant legal materials, then processed and analyzed 

logically and comprehensively in accordance with the existing theoretical 

framework and presented in a qualitative form. 

         The results of this study indicate that the legal implications of the CMG 

regulations can be seen from several aspects contained in the principles of good 

governance. Overall, the legal implications of the CMG regulations result in legal 

uncertainty and legal disorder, which includes more activities to collect money or 

unlicensed goods, loss of public trust, troublesome organizers in terms of licensing, 

and the huge potential of philanthropy in Indonesia that cannot be fully utilized. 

Then Maqasid Myari'ah on the CMG regulations can be said that there is a good 

purpose for the policy in achieving human benefit. However, this good goal is not 

supported by the provisions contained in the CMG regulations. Based on the 6 (six) 

features of the systems approach developed by Jasser Auda, only the overall 

features and related hierarchies have been fulfilled, while the cognitive, openness, 

multidimensionality, and intentional features have not been fulfilled. 

 

Keywords: Legal Implications, CMG Regulations, Good Governance Principles, 

Maqasid Syari'ah Jasser Auda. 
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MOTTO 

 

 ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْ ثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَ بَائِلَ لتَِ عَارفَُو 
Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal 
(Q.S. Al-Hujurat 49:13) 

 
“Apabila mereka bukan saudaramu dalam se-iman, 

Maka mereka adalah saudaramu dalam kemanusiaan” 
(Erik Dwi Prassetyo, S.H.) 
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Tranliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam 

penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 

dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987. 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

ba’ B b ب

e 
ta’ T t ت

e 
 ṡa’ ṡ es (dengan titik di ٽ

atas) 
Jim J j ج 

e 
 ḥa ḥ ha (dengan titik di ح 

bawah) 
 kha Kh ka dan ha خ 

Dal D d د

e 
 Żal Ż zet (dengan titik di ذ

atas) 
ra’ R e ر

r 
Zai Z z ز

e

t س Sin S e

s 
 syin Sy es dan ش

ye 
 ṣad ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 
 ḍad ḍ de (dengan titik ض

dibawah) 
 ṭa’ ṭ te (dengan titik ط

dibawah) 
 ẓa’ ẓ zet (dengan titik ظ

dibawah) 
Huruf 

Arab 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Keterangan 
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 ain ‘ koma terbaik di atas‘ ع

 gain G ge غ

 fa’ F ef ف

 qaf Q qi ق

 kaf K ka ك

 lam L el ل 

 mim M em م

 nun N en ن

 wawu W we و

 ha’ H ha ه

 hamzah ‘ Apostrof ء

 ya’ Y ye ي

 

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap 

  ditulis Sunnah سنة

 ditulis “illah  علة

III. Ta’ Marbutah di akhir kata 

a. Bila dimatikan ditulis dengan h 

 ditulis al-Mā’idah  المائدة

 ditulis Islāmiyyah اسلا مية 

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam 

bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki 

lafal aslinya). 

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

 ditulis Muqāranah al-maz\āhib  مقارنة المذاهب

IV. Vokal Pendek 

                      kasrah          ditulis         i 
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   fathah           ditulis         a 

  dammah  ditulis         u 

V. Vokal Panjang 

1. Fathah + alif Ditulis ā 

 
 استحان

Ditulis Istih}sān 

2. Fath}ah} + ya’ mati Ditulis ā 

 
 أنثى

 

Ditulis Uns\ā 

3. Kasrah + yā’ mati Ditulis ī 

 
يالعلوان  

 

Ditulis al-‘Ālwānī 

4. D}ammah + wāwu mati Ditulis u> 

 
 علوم

 

Ditulis ‘Ulu>m 

 

VI. Vokal Rangkap 

V. Vokal Rangkap  

 1.   Fath}ah} + ya’ mati ditulis ai 

 
 غيرهم

 

 

ditulis gairihim 

 2.   Fath}ah} + wawu mati ditulis au 

 قول 

 

 

ditulis Qaul 

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 ditulis a’antum أأنتم

 ditulis u’iddat أعدت

 ditulis la’in syakartum لإن شكرتم

  

VIII. Kata Sandang Alif+Lam 

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah 
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 ditulis al-Qur’an القرآن

 ditulis al-Qiyas القياس

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang 

mengikutinya, serta menghilangkan huruf L(el)nya. 

 ditulis ar-Risālah الرسالة 

 ’ditulis an-Nisā النسآء

 

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

 ditulis Ahl al-Ra’yi اهل الرأي

 ditulis Ahl as-Sunnah اهل السنة 
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KATA PENGANTAR 

 بِسْمِ الِله الرَّحَْْنِ الرَّحِيْمِ 

لَامُ عَلَى أَشْرَفِ اْلأنَبِْيَاءِ وَالْمُرْسَلِيَْْ   لاةَُ وَالسَّ ، وَالصَّ دٍ وَعَلَى الَهِِ اَلَْْمْدُِ لِله رَبِّ الْعَالَمِيَْْ سَيِّدِناَ مَُُمَّ
ا بَ عْدُ  . أمََّ  وَاَصْحَبِهِ أَجْْعَِيَْْ
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara yang modern merupakan personifikasi dari sebuah tata hukum, 

oleh karena itu negara dalam segala tindakannya berdasarkan atas hukum.1 

Dalam perkembangan pemikiran negara hukum, dikenal sebuah konsep yang 

dinamakan negara kesejahteraan (welfare state). Dalam konsep negara 

kesejahteraan (welfare state) memposisikan peran sebuah negara tidak sekedar 

hanya sebagai penjaga ketertiban saja, tetapi negara juga ikut serta dalam 

kegiatan ekonomi sebagai penyelenggara kesejahteraan warga masyarakat.2 

Negara dituntut untuk mengambil bagian dalam upaya mensejahterakan warga 

masyarakat. 

Suatu negara dengan konsep negara kesejahteraan (welfare state) pada 

dasarnya bertujuan untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan kepada setiap 

warga negaranya yang berdasarkan pada tujuan dasar negara tersebut, maka 

negara diharuskan untuk ikut serta dalam segala aspek sosial ekonomi 

masyarakat. Konsepsi tujuan negara kesejahteraan diatas sesuai dengan ide 

dasar pada pembukaan UUD NRI 19453 maupun prinsip negara hukum dalam 

 
1 Soemardi, Teori Umum Hukum Dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif 

Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, (Bandung: Bee Media Indonesia, 2010), hlm. 225. 

2 Aminuddin Imar, Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN, (Jakarta: Kencana, 

2021), hlm. Xi. 

3 Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 
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bagian penjelasan UUD NRI 1945 sebelum dilakukan proses amandemen, 

dimana antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan dapat diterima 

dengan dilandaskan pada Pancasila sebagai dasar negara.4 Oleh karena itu demi 

mewujudkan tujuan tersebut, maka dalam pembentukan perundang-undangan 

harus memperhatikan nilai-nilai yang terdapat di masyarakat, situasi serta 

kondisi dengan perkembangan zaman yang tidak dapat terhenti. 

Negara Indonesia sendiri memiliki berbagai macam peraturan 

perundang-undangan yang mengatur segala bentuk kegiatan mengenai tujuan 

kesejahteraan. Salah satunya ialah peraturan yang mengatur mengenai kegiatan 

filantropi. Filantropi sendiri merupakan sebuah bentuk kepedulian seseorang 

atau sekelompok orang terhadap orang lain berdasarkan kecintaan terhadap 

sesama manusia.5 Kegiatan seperti ini telah menjadi modal sosial yang 

mengakar kuat pada kultur tradisi masyarakat Indonesia. Menurut penelitian 

yang dilakukan oleh CAF (Charities Aid Foundation) delapan dari sepuluh 

orang Indonesia merupakan orang yang dermawan.6 

 
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan soial….. lihat dalam Pembukaan 

UUD NRI 1945. 

4 Aminuddin Imar, Hak Menguasai…, hlm. xxi. 

5 Rr. Citra Harina Dyah, “Politik Hukum Pembaharuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang Dalam Kegiatan Filantropi Di Indonesia”, Jurnal 

Lex Renaissance Vol. 4:1 (Januari 2019), hlm. 180. 

6 “Indonesia Kembali Jadi Negara Paling Dermawan Di Dunia”, 

https://filantropi.or.id/Indonesia-Kembali-Jadi-Negara-Paling-Dermawan-Di-Dunia/. Diakses 20 

Juli 2022. 

https://filantropi.or.id/Indonesia-Kembali-Jadi-Negara-Paling-Dermawan-Di-Dunia/
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Istilah filantropi sendiri masih terdengar asing ditelinga masyarakat 

Indonesia. Tetapi nilai-nilai untuk membantu sesama telah mengakar dan 

berjalan bersamaan dengan semangat gotong royong yang menjadi prinsip 

masyarakat Indonesia sejak dahulu. Individu maupun kelompok masyarakat 

Indonesia senantiasa akan secara sukarela menolong apabila terdapat 

masyarakat lain yang membutuhkan pertolongan. Kultur sosial budaya 

masyarakat Indonesia yang suka menolong merupakan potensi yang sangat 

besar apabila kegiatan filantropi dikelola dengan baik dan benar untuk tujuan 

mengentaskan kemiskinan serta mewujudkan kesejahteraan. 

Budaya masyarakat Indonesia yang suka menolong dan dermawan pada 

akhirnya memunculkan berbagai macam gerakan masyarakat yang berbentuk 

organisasi atau individual yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan yang 

bertujuan untuk mengelola potensi besar tersebut untuk kepentingan 

kesejahteraan sosial yang lebih besar. Salah satu organisasi yang bergerak 

dalam bidang sosial kemanusian di Indonesia adalah Yayasan ACT (Aksi Cepat 

Tanggap) yang saat ini tersandung kasus dugaan penyelewengan dana donasi.7 

Yayasan ACT (Aksi Cepat Tanggap) merupakan sebuah organisasi berbadan 

hukum yang cakupan kegiatannya meliputi aksi tanggap darurat, pemulihan 

pasca bencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta kegiatan 

yang berbasis spiritual seperti qurba, zakat, dan wakaf.  

 
7 CNN Indonesia, “Polri Tetapkan 4 Orang Jadi Tersangka Dugaan Penyelewengan Dana 

ACT”, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220725143949-12-825824/polri-tetapkan-4-

orang-jadi-tersangka-dugaan-penyelewengan-dana-act. Diakses 26 Juli 2022. 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220725143949-12-825824/polri-tetapkan-4-orang-jadi-tersangka-dugaan-penyelewengan-dana-act
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220725143949-12-825824/polri-tetapkan-4-orang-jadi-tersangka-dugaan-penyelewengan-dana-act
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Selain ACT, masih terdapat beberapa kasus lagi yang berkaitan dengan 

pengumpulan uang atau barang yaitu kasus cak Budi dan Ananda Badudu. 

Kasus cak Budi seorang aktivis sosial yang membuka donasi pada media 

sosianya dan mendapatkan total donasi hingga 1,7 Miliar lebih. Pada sebagian 

uang donasi tersebut dipergunakan cak Budi untuk membeli mobil fortuner dan 

HP iphone 7 dengan alasan sebagai penunjang operasional kegiatan.8 Seorang 

Ananda Badudu yang melakukan pengumpulan donasi untuk aksi demo 

mahasiswa di depan Gedung DPR Jakarta Pusat yang mencapai 131 Juta.9 Hal 

demikian menjadi tanda bahwasanya sangat besar potensi filantropi di 

Indonesia untuk dikelola dan dimanfaatkan guna kepentingan kesejahteraan 

sosial. Dapat dibayangkan bagaimana banyaknya dana yang dikelola oleh 

Yayasan ACT (Aksi Cepat Tanggap) dan cak Budi dalam melaksanakan 

program kegiatan yang telah diagendakan, serta Ananda Badudu yang 

melakukan pengumpulan donasi untuk kegiatan demo mahasiswa. 

Besarnya dana masyarakat yang telah disalurkan kepada Yayasan ACT 

(Aksi Cepat Tanggap) dan yang lainnya haruslah dikelola dengan tujuan yang 

tepat serta mengedepankan aspek ketertiban, akuntabilitas dan transparan. 

Karena kegiatan seperti itu rawan akan terjadinya tindakan penyelewengan dana 

yang dikelola. Berkaitan dengan hal tersebut, maka prinsip-prinsip tata kelola 

 
8 Sisilia Claudea Novitasari, “Cerita Cak Budi Buka-Bukaan Soal Aksinya Pakai Uang 

Donasi”, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170505002637-20-212420/cerita-cak-budi-

buka-bukaan-soal-aksinya-pakai-uang-donasi. Diakses 28 Juli 2022. 

9 “6 Fakta Penangkapan Ananda Badudu Terkait Dengan Penggalangan Dana Untuk Aksi 

Mahasiswa”, https://megapolitan.kompas.com/read/2019/09/28/10044181/6-fakta-penangkapan-

ananda-badudu-terkait-penggalangan-dana-untuk-aksi?page=all. Diakses 28 Juli 2022. 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170505002637-20-212420/cerita-cak-budi-buka-bukaan-soal-aksinya-pakai-uang-donasi
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170505002637-20-212420/cerita-cak-budi-buka-bukaan-soal-aksinya-pakai-uang-donasi
https://megapolitan.kompas.com/read/2019/09/28/10044181/6-fakta-penangkapan-ananda-badudu-terkait-penggalangan-dana-untuk-aksi?page=all
https://megapolitan.kompas.com/read/2019/09/28/10044181/6-fakta-penangkapan-ananda-badudu-terkait-penggalangan-dana-untuk-aksi?page=all
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yang baik (good governance) menjadi penting untuk diimplikasikan kedalam 

ketentuan-ketentuan yang mengatur kegiatan pengumpulan uang atau barang. 

Prinsip-prinsip good governance perlu diimplikasikan kedalam ketentuan yang 

mengatur pengumpulan uang atau barang karena sifat dari kegiatan tersebut 

yang memerlukan pertanggungjawaban yang jelas, keterbukaan, maupun 

kepercayaan masyarakat untuk berpartisipasi. Dengan demikian apabila 

prinsip-prinsip good governance diimplikasikan akan dapat memperoleh suatu 

tata kelola yang baik dengan berdaya guna serta berhasil guna. 

Salah satu peraturan yang mengatur kegiatan filantropi di Indonesia 

adalah Undang-Undang Nomor 09 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau 

Barang yang kemudian disingkat UU PUB. Peraturan tersebut merupakan 

payung hukum bagi setiap warga negara Indonesia untuk melakukan kegiatan 

pengumpulan uang atau barang yang bersifat umum. Apabila dilihat dari awal 

lahirnya UU PUB hingga saat ini, peraturan perundang-undangan tersebut telah 

berjalan dan menjadi landasan bagi kegiatan filantropi di Indonesia selama 

kurang lebih 61 tahun. Seiring dengan perkembangan zaman maka 

permasalahan yang berkaitan dengan persoalan filantropi di Indonesia juga 

semakin kompleks. Oleh karena itu UU PUB  dinilai sudah tidak sesuai lagi 

dengan permasalahan yang muncul karena akibat perkembangan zaman yang 

tidak bisa terhenti. 

Pada ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan 

tentang pengumpulan uang atau barang di Indonesia terdapat beberapa 

ketentuan yang dianggap sudah tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi 
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masyarakat saat ini. Menurut pakar hukum tata negara Bivitri Susanti UU PUB 

sudah tidak relevan lagi dengan kondisi modern saat ini. Bivitri mengatakan UU 

PUB masih belum memuat atau mengangkat aspek akuntabilitas, oleh karena 

itu Bivitri mendorong adanya revisi.10 Ketentuan lain yang dirasa sudah tidak 

sesuai lagi dengan perkembangan zaman dapat dilihat pada Pasal 8 dijelaskan 

bagi pelanggar dikenakan pidana kurungan 3 (bulan) atau denda sebanyak-

banyaknya Rp. 10.000 saja. Kemudian ketentuan mengenai pengumpulan yang 

dilakukan oleh individu maupun organisasi dengan metode Donation Based 

Crowdfunding belum dimasukkan. Sebagai negara yang menganut konsep 

negara hukum, maka Indonesia harus memperhatikan permasalahan peraturan 

perundang-undangan tersebut, karena kegiatan filantropi merupakan konsep 

yang menyentuh langsung kepada sendi-sendi masyarakat Indonesia yang 

dikenal dermawan. 

Dalam kerangka konseptual, Maqasid Syari’ah merupakan konsepsi 

hukum Islam yang didalamnya memuat mengenai transformasi paradigma 

hukum Islam dari theo-centris menuju anthropo-centris, bahwa aktivitas 

hukum terpusat kepada aspek kemanusiaan berdimensi kemaslahatan.11 Pada 

konteks ketatanegaraan bahwa ajaran (hukum) Islam tidak memandang negara 

sebagai tujuan, melainkan sebagai instrument mencapai suatu tujuan. 

 
10 “Pakar Hukum Desak Revisi UU pengumpulan Sumbangan Usai Kasus ACT”, 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220709202800-12-819521/pakar-hukum-desak-revisi-

uu-pengumpulan-sumbangan-usai-kasus-act. Diakses 30 Juli 2022. 

11 Ahmad Zayadi, Nalar Hukum Islam Progresif: Refleksi Pemikiran K.H. Afifuddin 

Muhajir, Sang Ulama Produktif, dalam Abdul Moqsith (ed.), K.H. Afifuddin Muhajir: Fiqh-Ushuli 

Dari Timur (Malang:Intelegensia Media, 2021), hlm. 61. 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220709202800-12-819521/pakar-hukum-desak-revisi-uu-pengumpulan-sumbangan-usai-kasus-act
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220709202800-12-819521/pakar-hukum-desak-revisi-uu-pengumpulan-sumbangan-usai-kasus-act
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Pandangan ajaran Islam kepada negara mengindikasikan bahwa ketatanegaraan 

merupakan sebagai hasil ijtihad politik berprinsip Maqasid Syari’ah12. Dari 

uraian diatas dapat dipahami bahwa suatu negara merupakan instrument penting 

dalam mencapai tujuan yang salah satunya mencapai kesejahteraan.  

Maqasid Syari’ah dalam khazanah keilmuan Islam dikenal sebagai 

metode istinbath untuk melegitimasi nilai, regulasi, dan perbuatan hingga 

menghadirkan kebutuhan yang sesuai dengan syariat. Pada kesempatan ini 

untuk melihat UU PUB (Pengumpulan Uang Atau Barang) penulis akan 

menganalisa dengan menggunakan Maqasid Syari’ah Jasser Auda, karena 

dalam pengembangan Maqasid Syari’ah yang beliau kembangkan telah 

menggali dan disempurnakan secara lebih luas mengenai hak-hak manusia atau 

kebutuhan daruryyat. Maqasid Syari’ah Jasser Auda tidak hanya memandang 

sebatas urusan pribadi yang terkesan pelindungan yang sifatnya individual saja 

seperti pandangan klasik, tetapi Jasser Auda dalam Maqasid Syari’ah yang 

dikembangkannya memandang menjangkau pula kepentingan dan hak-hak 

masyarakat secara luas. 

Berdasarkan uraian diatas mengenai permasalahan UU PUB yang 

dinilai sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman yang semakin 

modern ini, maka penulis tertarik menjadikan hal tersebut sebagai sebuah 

penelitian yang dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran terkait 

 
12 Afifuddin Muhajir, Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan 

Islam (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017) hlm. 23-34, Bandingkan, Abu Yasid, Logika Hukum: Dari 

Mazhab Rasionalisme Hukum Islam Hingga Positivisme Hukum Barat (Yogyakarta: Saufa, 2016), 

hlm. 58. 
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permasalahan filantropi di Indonesia. Untuk itu pada penulisan tesis ini penulis 

mengangkat tema “Implikasi Hukum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 

Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang Dalam Perkembangan Filantropi 

Di Indonesia Prespektif Maqasid Syari’ah Jasser Auda”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah Implikasi Hukum Dengan Adanya Undang-Undang No. 09 

Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang Dalam 

Perkembangan Filantropi Di Indonesia? 

2. Bagaimanakah Undang-Undang No. 09 Tahun 1961 Tentang 

Pengumpulan Uang Atau Barang Dalam Pandangan Maqasid Syari’ah 

Jasser Auda? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Berdasarkan dari pemaparan persoalan diatas, maka selanjutnya 

perlu dirumuskan niali urgensi berupa tujuan dan kegunaan penelitian. 

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjelaskan mengenai 

beberapa hal berikut: 

1. Implikasi hukum Undang-Undang No. 09 Tahun 1961 Tentang 

Pengumpulan Uang Atau Barang dalam perkembangan filantropi di 

Indonesia 

2. Pandangan Maqasid Syari’ah Jasser Auda terhadap Undang-Undang 

No. 09 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang. 

Adapun kegunaan yang diharapkan melalui penyusunan penelitian 

ini sebagaimana berikut: 
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1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan agar dapat berkontribusi 

menjadi literatur maupun referensi dalam khazanah keilmuan yang 

berkaitan dengan implikasi hukum Undang-Undang Nomor 09 Tahun 

1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang dalam perkembangan 

filantropi di Indonesia dan pandangan Maqasid Syari’ah Jasser Auda 

terhadap hal tersebut. 

2. Secara praktis,  

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmiah terhadap 

permasalahan terkait dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 

1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang dan peraturan 

tentang filantropi di Indonesia. 

b. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan sebagai referensi 

pertimbangan dalam melakukan evaluasi Undang-Undang Nomor 

09 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang. 

c. Bagi peneliti lain, sebagai referensi guna menjadi bahan 

pertimbangan dalam melakukan kajian-kajian akademik di 

bidangnya. 

D. Telaah Pustaka 

Sebagai usaha menjaga karakter ilmiah sebuah karya tesis, maka 

diperlukan kilasan dari sumber-sumber ilmiah terdahulu yang bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek 

pembahasan dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah 
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ada dengan penelitian yang akan dilakukan.13 Maka dari itu berdasarkan 

penelusuran literatur yang berkaitan dengan judul penelitian ini akan di 

jabarkan sebagai berikut: 

Tesis Eurica Stefany Wijaya yang berjudul “Pertanggungjawaban 

Hukum Cak Budi Sebagai Penggalang Dana Terhadap Penggunaan Sebagian 

Uang Hasil Donasi Online Untuk Pembiayaan Kesehatan Dalam Kasus 

Pengumpulan Uang Dan Barang Di Jawa Timur”. Hasil penelitian ini 

menjelaskan bahwa tindakan cak Budi yang melakukan pengumpulan uang atau 

barang tidak dibenarkan menurut undang-undang karena tidak memiliki izin 

serta kedudukan hukumnya tidak memenuhi syarat yang terdapat dalam 

undang-undang. Selain itu tidak terdapat pertanggungjawaban hukum yang 

dilaksanakan oleh cak Budi, melainkan hanya ada penggantian uang yang 

disalurkan melalui Yayasan lain. Pelaporan berkala yang menjadi kewajiban 

pemegang izin juga tidak terpenuhi oleh cak Budi.14 

Penelitian yang dilakukan oleh Gusztáv D. KECSKÉS dengan judul 

“Collecting money at a global level. The UN fundraising campaign for the 1956 

Hungarian refugees”. Pada penelitian ini mengkaji mengenai peran PBB dalam 

menyediakan sarana keuangan untuk pengungsi Hungaria tahun 1956. Hasil 

 
13 Riyanta dkk…, Pedoman Penulisan Tesis, (Yogyakarta: Megister Ilmu Syari’ah UIN 

SUKA, 2019), hlm. 4. 

14 Eurica Stefany Wijaya, “Pertanggungjawaban Hukum Cak Budi Sebagai Penggalang 

Dana Terhadap Penggunaan Sebagian Uang Hasil Donasi Online Untuk Pembiayaan Kesehatan 

Dalam Kasus Pengumpulan Uang Dan Barang Di Jawa Timur”, Tesis Universitas Gadjah Mada, 

2020. 
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penelitian ini mengungkapkan bahwa upaya penggalangan dana disahkan oleh 

hukum internasional. Jaringan kelembagaan PBB berkontribusi besar terhadap 

pembentukan dan implementasi praktis dari aksi kemanusiaan internasional 

yang bertujuan memecahkan krisis Hungaria pada tahun 1956.15 

Penelitian yang dilakukan oleh Huiquan Zhou dan Shihua Ye dengan 

judul “Fundraising in the Digital Era: Legitimacy, Social Network, and Political 

Ties Matter in China”. Penelitian ini menangkap adanya potensi di era digital 

terhadap kegiatan penggalangan dana. Dalam penelitian ini meneliti 400 

yayasan di Tiongkok dengan menggunakan sampel acak untuk tujuan 

mengetahui sejauh mana legitimasi organisasi, jaringan, dan ikatan politik 

memengaruhi kemampuan mereka untuk menarik donasi. Hasil yang 

didapatkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal legitimasi suatu 

organisasi harus menambahkan informasi diluar apa yang di minta oleh 

pemerintah untuk membina kepercayaan, jaringan online memiliki dampak 

positif tidak hanya mendatangkan donasi secara online tetapi juga secara 

offline, dalam hal ikatan politik secara implisit dapat bermanfaat bagi 

organisasi.16 

 
15 Gusztáv D KECSKÉS, “Collecting Money at a Global Level. The UN Fundraising 

Campaign for the 1956 Hungarian Refugees”, Journal Of European Studies Vol.5:2, (Desember 

2014). 

16 Huiquan Zhou dan Shihua Ye, Fundraising in the Digital Era: Legitimacy, Social 

Network, and Political Ties Matter in China, Voluntas: International Journal Of Voluntary and 

Nonprofit Organizations, Vol 32:2, (April 2021). 
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Penelitian yang dilakukan oleh Abhishek Bhati dan Diarmuid dengan 

judul “Success in an Online Giving Day: The Role of Social Media in 

Fundraising”. Penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana efektivitas media 

sosial khususnya facebook dalam rangka penggalangan dana yang dilakukan 

oleh 704 organisasi nirlaba dalam acara Omaha Give 2015 (acara penggalangan 

dana 24 jam). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa didapat data yang 

menunjukkan keberhasilan yang dicapai dalam melakukan penggalangan 

berbasis media (facebook), hal itu didasarkan atas tingginya jumlah orang yang 

berdonasi dan jumlah dari hasil donasi tersebut. Hasil ini memberi manfaat baru 

terhadap pemanfaatan media sosial sebagai alat keberhasilan penggalangan 

donasi.17 

Penelitian yang dilakukan oleh Hashim Shuria dengan judul 

“Fundraising from individuals: Challenges faced by NonGovernmental 

Organizations in Kenya”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-

faktor dan tantangan yang di hadapi oleh LSM dalam melakukan penggalangan 

dana. Hasil penelitian ini menjelaskan LSM di Kenya masih menggunakan cara-

cara tradisional seperti pemberian surat, acara penggalangan dana, dan 

pemberian tahunan, cara tersebut dirasa kurang modern. Terkain dengan hukum 

dan peraturan merupakan hal yang penting, hukum yang berlaku di Kenya 

menurut penelitian ini masih belum memadai atau mungkin tidak menangani 

 
17 Abhishek Bhati dan Diarmuid McDonnell, Success in an Online Giving Day: The Role 

of Social Media in Fundraising, Journal Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, Vol. 49:1, 

(Agustus 2019). 
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penggalangan dana. Pada negara tersebut tidak memiliki peraturan perundang-

undangan yang mengatur secara khusus mengenai penggalangan dana atau pun 

badan yang menanganinya. Peraturan perpajakan yang mengatur pembebasan 

pajak yang berkaitan dengan dana yang dikumpulkan juga dirasa terlalu rumit 

yang pada akhirnya menimbulkan masalah kesulitannya untuk mengurus bebas 

pajak.18 

Penelitian yang dilakukan oleh Rr. Dyah Citra Harina yang berjudul 

“Politik Hukum Pembaruan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang 

Pengumpulan Uang Atau Barang Dalam Kegiatan Filantropi di Indonesia” 

dimuat dalam Jurnal Lex Renaissance. Penelitian ini mencoba menguraikan 

mengenai politik hukum pembaruan UU Pengumpulan Uang Atau Barang dan 

pembaruan UU sebagai penunjang pencapaian sustainable development goals 

(SDGs). Hasil dari penelitian ini memaparkan bahwa pembaruan undang-

undang tersebut tidak bisa dipisahkan dari unsur-unsur lain diluar hukum yang 

memiliki andil dalam terjadinya perubahan dimasyarakat. Guna mencapai 

keadilan yang ingin dicapai maka kepastian hukum harus dititik beratkan dalam 

pembaruan undang-undang. Lebih dari pada iu, responsifitas pembuat hukum 

sangat diperlukan agar dapat tercapainya TPB (Tujuan Pembangunan 

 
18 Hashim Shuria, Fundraising from individuals: Challenges faced by NonGovernmental 

Organizations in Kenya, International Journal of Social Scienes and Entrepreneurship, Vol. 1:9, 

(2014). 
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Berkelanjutan) dalam pembaruan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 

Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang.19 

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Farahsyah Addurunnafis dan 

Mahfud dengan judul “Penerapan Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 1961 Terhadap Tindak Pidana Pengutipan Uang Tanpa Izin Dari Dinas 

Sosial Di Jalan Raya (Suatu Penelitian Di Dinas Sosial Dan Ketanagakerjaan 

Kota Banda Aceh)”. Penelitian ini berupaya untuk menjelaskan faktor-faktor 

yang mempengaruhi penegakkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang di kota Banda 

Aceh. Hasil penelitian ini menjelaskan beberapa faktor yang menjadi alasan 

mengapa tidak tegaknya aturan tersebut antara lain, kegiatan pengutipan 

tersebut sudah dianggap biasa oleh pelaku, pejabat yang lambat dalam 

melakukan pendataan dan menangani kasus pengutip uang, masih rendahnya 

pengetahuan masyarakat atas hukum, adanya rasa tidak ingin repot dalam 

mengurus izin, adanya pelaku pengutipan uang dari luar kota dan adanya 

pengutipan uang untuk kepentingan pribadi.20 

Penelitian yang dilakukan oleh Resa Aldamayanti, Moch. Ardi, dan Sri 

Endang Rayung Wulan dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Orang 

 
19  Dyah Citra Harina, “Politik Hukum Pembaharuan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 

Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang Dalam Kegiatan Filantropi Di Indonesia”, Jurnal Lex 

Renaissance, Vol. 4:1 (Januari 2019). 

20 Siti Farahsyah Addurunnafis dan Mahfud, Penerapan Ketentuan Pidana Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 1961 Terhadap Tindak Pidana Pengutipan Uang Tanpa Izin Dari Dinas Sosial Di 

Jalan Raya (Suatu Penelitian Di Dinas Sosial Dan Ketanagakerjaan Kota Banda Aceh), Jurnal 

Ilmiah Bidang Hukum Pidana Universitas Syiah Kuala, Vol. 2:2, (Mei 2018) 
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Yang Meminta Sumbangan Tanpa Memiliki Izin Dari Dinas Sosial Di Kota 

Balikpapan”. Hasil penelitian ini menjelaskan penegakan hukum dengan 

menggunakan tindakan preventi dan represif. Faktor penghambat dapat dilihat 

dari sisi yuridis, sosiologis, dan filosofis. Pada sisi yuridis terdapat kurangnya 

diskusi antara para stakeholder terkait dalam menetapkan suatu rumusan 

peraturan ini, sisi sosiologis kurangnya kesadaran dan kepedulian dari 

masyarakat atas adanya peraturan ini, sisi filosofis kurangnya kebijakan yang 

ada dalam peraturan tersebut sehingga penerapannya tidak berjalan efektif.21 

Penelitian yang dilakukan oleh Tantimin dan Jiko Sastrawanto Ongko 

dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bermodus Donasi Aksi 

Kemanusiaan di Indonesia”. Penelitian ini memperhatikan penggalangan dana 

secara offline ataupun online terhadap penegakan hukum bagi penipuan 

kegiatan tersebut. Hasil peneitian ini menjelaskan bahwa penggunaan dana hasil 

dari donasi untuk kepentingan pribadi dapat dikenakan pidana penipuan atau 

penggelapan. Namun pada peraturan yang lebih khusus yaitu UU No. 9 Tahun 

1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang tidak terdapat larangan 

mengenai hal tersebut. Mengingat asas lex specialis derogat legi generali 

 
21 Resea Aldamayanti, dkk., Penegakan Hukum Terhadap Orang Yang Meminta 

Sumbangan Tanpa Memiliki Izin Dari Dinas Sosial Di Kota Balikpapan, Jurnal Lex Supreme Vol 

1:2 (September 21019). 
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seharusnya peraturan pengumpulan uang atau barang dapat mengatur hal 

tersebut.22 

Penelitian yang dilakukan oleh Thomi Budiman dan Rahel Octora 

dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Donatur Dalam Kegiatan Donation 

Based Crowdfunding Secara Online”. Penelitian ini menganalisa mengenai 

pengaturan donation based crowdfunding secara online dan perlindungan 

hukum bagi donatur apabila terjadi penyalahgunaan dana. Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan bahwa dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 

baru mengatur hal-hal yang bersifat teknis mengenai kegiatan pengumpulan 

secara online, tetapi mekanisme penindakan dalam hal ditemui penyalahgunaan 

penyaluran donasi belum ditemui. Untuk melindungi donatur pihak pihak 

pengelola platform mentransparasikan laporan keuangannya dan campaigner 

juga harus melakukan laporan bagi donatur mengenai dana yang telah 

disalurkan.23 

Penelitian yang dilakukan oleh Suad Fikriawan dengan judul 

“Crowdfunding Dalam Prespektif Hukum Islam (analisis skema akad sewa pada 

website Kitabisa.com)”. Penelitian ini berusaha menganalisis bagaimana 

hukum bisnis Islam memandang akad sewa pada website Kitabisa.com dan pada 

implementasinya. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat akad 

 
22 Tantimin dan Jiko Sastrawanto Ongko, Penegakan Hukum Terhadap Penipuan 

Bermodus Donasi Aksi Kemanusiaan di Indonesia, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Udiksha, 

Vol. 9:3, (September 2021). 

23 Thomi Budiman dan Rahel Octora, Perlindungan Hukum Bagi Donatur Dalam Kegiatan 

Donation Based Crowdfunding Secara Online, Jurnal Kertha Patrika, Vol. 41:3, (Desember 2019). 
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sewa menyewa pada praktek crowdfunding di website Kitabisa.com. 

Pembayaran sewa dibebankan kepada hasil dari donasi yang telah terkumpul, 

apabila dalam penyelenggaraan pengumpulan tersebut tidak menghasilkan 

donasi, maka tidak akan dibebankan biaya jasa. Pembayaran jasa pada praktek 

tersebut dalam Islam diperbolehkan karena masuk kedalam akad ijarah dan 

tidak terdapat unsur gharar.24 

E. Kerangka Teoritik 

1. Good Governance 

Pelaksanaan pemerintahan yang baik semakin lama maka akan 

semakin berkembang pula seiring dengan tingginya kompleksitas 

permasalahan dalam penyelenggaraan negara. Perkembangan tersebut 

ditandai dengan berkembangnya paradigma di bidang politik pemerintahan 

yang saat ini dikenal dengan istilah good governance atau sering diartikan 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.  

Arti kata good dalam good governance mengandung dua pengertian. 

Pengertian pertama adalah nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau 

kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat 

dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan 

berkelanjutan, dan keadilan sosial. Kedua, good dalam good governance 

memiliki arti aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien 

 
24 Suad Fikriawan, Crowdfunding Dalam Prespektif Hukum Islam (analisis skema akad 

sewa pada website Kitabisa.com, el-Barka: Journal of Islamic Economics and Business, Vol. 1:02, 

(Desember 2018). 
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dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.25 Sehingga 

pada praktek terbaiknya disebut dengan good governance atau 

kepemerintahan yang baik. Dengan demikian good governance 

didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan 

bertanggungjawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergian 

interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, swasta, dan 

masyarakat.26 Dalam tata kelola pemerintahan yang baik terdapat beberapa 

prinsip-prinsip yang dapat dijadikan landasan guna menciptakan tujuan 

tercapainya good governance.  

Terminologi good governance dapat dikatakan sebagai terminologi 

yang belum baku, tetapi telah banyak yang membedah makna dari definisi 

good governance. Namun demikian tidak dapat disangkal lagi bahwa good 

governance telah dianggap sebagai elemen penting untuk menjamin 

terciptanya kesejahteraan nasional (national prosperity). Dalam penulisan 

tesis ini penulis membatasi pengertian good governance sebagai suatu tata 

kelola yang baik dengan prinsip-prinsipnya.  

2. Teori Peraturan Perundang-Undangan 

Peraturan merupakan dasar dari sebuah konsep negara hukum. 

Negara yang menjalankan pemerintahannya tunduk dan patuh terhadap 

 
25 Sedarmayanti, APU. Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik”, (Bandung: CV. 

Mandar Maju, 2012), hlm. 6. 

26 Sinta Thomuka, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik 

Di Kecmatan Girian Kota Bitung (studi tentang pelayanan akte jual beli), Jurnal Politico Vol. 2:2, 

(Juni 2013), hlm. 3. 
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hukum dalam hal ini undang-undang. Para ahli biasa membedakan 

undang-undang kedalam arti materil (wet ini materiele zin) dan undang-

undang kedalam arti formil (wet ini formele zin). Dalam arti materiil 

undang-undang dipandang dari segi isi, materi, dan subtansinya 

sedangkan undang-undang dalam sudut padang formil dilihat dari segi 

bentuk dan pembentukannya.27  

Bagian lain yang tak terpisahkan dari pembahsan ini ialah 

berkenaan dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Hirarki 

diperlukan untuk memetakan sebuah peraturan perundang-undangan 

yang tinggi maupun yang rendah. Kemudia juga terdapat beberapa asas 

yang menjadi bagian dalam pembahasan peraturan perundang-

undangan. Asas-asas peraturan perundang-undangan memiliki peran 

penting dalam pembentukan dan pelaksanaan undang-undang. Beberapa 

asas tersebut antara lain sebagai yaitu, asas legalitas atau asas  non retro 

active, asas lex specialis derogate legi generalis, asas lex suprerior 

derogate legi inferiori, dan asas lex posterior derogate legi priori.28 

Lebih lanjut lagi terdapat asas-asas dari sudut pandang pembentukan 

peraturan perundang-undangan (formil) dan sudut pandang segi materi 

muatan (materiil). 

 
27 Jazim Hamidi dkk., Teori dan Politik Hukum Tata Negara, (Yogyakarta: Total Media, 

2008), hlm. 37. 

28 Zaeni Asyhadi, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Rajagrapindo, 2013) hlm. 15. 
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3. Maqasid Syari’ah Jasser Auda 

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan dalam agama Islam 

yang eksistensinya dapat digunakan sebagai acuan dengan menyelaraskan 

dengan waktu dan tempat yang tepat. Pada dasarnya hukum Islam relevan 

dengan masa kini, sehingga pada saat yang bersamaan hukum Islam tidak 

kehilangan signifikasinya. Terkait dengan hukum Islam yang penulis pakai 

adalah menggunakan Maqasid Syari’ah Jasser Auda. Jasser Auda 

menggunakan enam fitur dalam maqashid syari’ahnya, enam fitur tersebut 

antara lain: kognitif (pemahaman rasio), kemenyeluruhan (wholeness), 

keterbukaan, hierarki-saling berkaitan, multi dimensionalitas, dan 

kebermaksudan (purposefulnees).29 

F. Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman istilah-istilah yang terdapat dalam 

judul penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah tersebut 

sebagai berikut: 

Secara harfiah implikasi hukum berasal dari dua suku kata yaitu 

implikasi dan hukum. Implikasi menurut KBBI30 memiliki arti keterlibatan atau 

suasana terlibat, sedangkan menurut Islamy31 adalah segala sesuatu yang 

 
29 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, alih Bahasa Rosidin 

dan Ali Abd. Al-Mu’minin, cet. Ke-1 (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), hlm. 86-94. 

30 https://kbbi.web.id/implikasi.html. 

31 Implikasi adalah segala sesuatu yang dihasilkan dengan adanya proses perumusan 

kebijakan, dengan kata lain implikasi merupakan akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang 
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dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Kemudian menurut 

Silalahi32 implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan 

kebijakan. Sedangkan menurut KBBI33 hukum memiliki arti peraturan atau adat 

yang secara resmi dianggap mengikat, undang-undang/peraturan, patokan 

mengenai peristiwa tertentu, keputusan yang ditetapkan oleh hakim. Kemudian 

S.M. Amin34 memberi definisi hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri 

atas norma dan sanksi-sanksi. 

Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud “Implikasi Hukum” pada 

judul penelitian ini adalah akibat yang ditimbulkan oleh ketentuan-ketentuan 

yang diatur dalam UU PUB terhadap perkembangan kegiatan pengumpulan 

uang atau barang yang juga merupakan bentuk dari perwujudan filantropi. 

G. Metode Penelitian 

Di dalam pembahasan tesis ini, penulis menggunakan metodologi 

penulisan sebagaimana berikut:  

1. Jenis Penelitian 

 
ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu.  Dalam M. Irfan Islamy, 

Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 114-115. 

32 implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan dari suatu kebijakan 

yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan 

kebijakan tersebut. Dalam Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: Unpar Press, 2006), 

hlm. 43. 

33 https://kbbi.web.id/hukum.html. 

34 Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 3. 
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Jenis penelitian yang dilakukan penulis dalam penyusunan tesis ini 

adalan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah 

penelitian kepustakaan yang pada dasarnya didominasi dengan 

menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan 

hukum tresier.35 Penelitian yuridis normatif berusaha mencari data 

sebanyak mungkin dengan fokus kepada peraturan-peraturan yang berlaku 

dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan penulisan hukum yang 

akan diteliti. Pada penelitian yuridis normatif bahan pustaka yang telah 

terbit dan disusun oleh peneliti terdahulu merupakan data dasar yang 

digolongkan sebagai data sekunder yang dapat diperoleh tanpa terikat 

tempat dan waktu.36 

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunaka pendekatan perundang-undangan 

(statute approach) dan pendekatan analitis (analytical approach). 

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan oleh 

penulis karena dalam suatu penelitian hukum ini yang akan diteliti adalah 

peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang. Sedangkan pendekatan 

analitis digunakan sebagai alat bantu untuk menyempurnakan hasil dengan 

pendekatan perundang-undangan agar lebih akurat. Maksud utama dari 

 
35 Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian, (Jakarta: Gramedia, 1984), hlm. 10 

36 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penulisan Hukum Normatfi: Suatu Tinjauan 

Singkat, Cet. ke VI, (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), hlm. 4. 
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analisis bahan hukum yaitu peraturan perundang-undangan adalah untuk 

mengetahui apakah peraturan tersebut telah sesuai dengan teori dan konsep 

yang berlaku.  

Penulis menggunakan tiga gradasi pendekatan analitis dari Prof. 

Abdulkadir Muhammad yaitu, Penjelajahan hukum (legal exploration) 

merupakan tingkatan awal sederhana yang digunakan peneliti dalam kajian 

subtansi hukum. Tinjauan hukum (legal review) merupakan tingkatan kedua 

yang dapat dilakukan peneliti guna membahas berbagai aspek hukum dan 

mengungkapkan kelemahan, kekurangan, kecerobohan, kerugian, dan 

mudarat disamping kelebihan lain dari suatu peraturan perundang-

undangan. Analisis hukum (legal analysis) merupakan suatu ungkapan 

sebuah analisis komprehensif mengenai suatu peraturan perundang-

undangan.37 

3. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan 

sumber data sekunder. Sumber data primer adalah bahan hukum yang 

meliputi UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang 

Pengumpulan Uang Atau Barang, PP Nomor 29 Tahun 1980 Tentang 

Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, dan Permensos Nomor 8 Tahun 

2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Aatu Barang. 

 
37 Abdulkadir Muhammad, Penelitian Hukum Normatif, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

2004), hlm. 113-116. 
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Sedangkan data sekunder meliputi buku-buku, jurnal, laporan penelitian, 

artikel ilmiah dan sebagainya yang berkaitan dengan penelian hukum ini. 

4. Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan kualitatif, komprehensif, dan 

lengkap. Analisis kualitatif menguraikan data secara bermutu dalam bentuk 

kalimat yang teratur, runtun, logis, dan efektif. Komprehensif artinya 

menganalisis data secara mendalam dari segala aspek yang berkaitan 

dengan lingkup penelitian. Lengkap diartikan tidak ada bagian yang 

terlupakan dan semua harus sudah masuk kedalam analisis.38 

Setelah data literatur yang memiliki keterkaitan atau relevansi 

dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini dikumpulkan, 

langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Data tersebut 

diolah dan diseleksi kemudian diklasifikasikan secara sistematis dan logis 

lalu dianalisis secara komprehensif sesuai dengan kerangka teori yang telah 

ada.  

H. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini terbagi kedalam lima bab, dengan setiap masing-

masing bab terdiri dari sub bab-bab yang berfungsi secara rinci dan sitematis, 

kelima bab tersebut adalah sebagai berikut: 

 
38 Abdulkadir Muhammad, Penelitian Hukum Normatif, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

2004), hlm. 127. 
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Bab pertama membahas pendahuluan yang meliputi: latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, 

kerangka teoritik, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua merupakan pengembangan dari kerangka teori yang 

membahas tentang konsep good governance, teori peraturan perundang-

undangan, dan Maqasid Syari’ah Jasser Auda. Ketiga kajian diatas merupakan 

rumusan yang telah peneliti rumuskan guna dijadikan sebagai alat analisis 

terkait dengan permasalahan yang peneliti angkat. 

Bab ketiga membahas tentang paparan data yang terdiri dari peraturan 

tentang pengumpulan uang atau barang dan perkembangan filantropi di 

Indonesia. 

Bab keempat membahas tentang analisis mengenai implikasi hukum 

Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang Atau Barang dalam 

perkembangan filantropi di Indonesia dan pandangan Maqasid Syari’ah Jasser 

Auda terhadap hal tersebut. 

Bab kelima menjelaskan tentang kesimpulan dan saran atas 

penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan fakta dan data-data 

yang telah ada. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada pembahasan yang telah dibahas pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan diantaranya ialah: 

1. Implikasi hukum dengan adanya UU PUB beserta peraturan perundang-

undangan turunan dibawahnya terhadap perkembangan filantropi di 

Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek yang terdapat dalam prinsip-

prinsip good governance. Secara keseluruhan implikasi hukum UU 

PUB beserta peraturan perundang-undangan turunan dibawahnya dapat 

mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum serta ketidaktertiban 

hukum dalam kegiatan pengumpulan uang atau barang. Terjadinya 

ketidakpastian hukum serta ketidaktertiban hukum akan berimplikasi 

pada semakin banyak kegiatan pengumpulan uang atau barang tidak 

berizin, hilangnya kepercayaan masyarakat, merepotkan penyelenggara 

dalam hal perizinan, serta potensi besar filantropi di Indonesia yang 

tidak bisa dimanfaatkan maksimal. 

2. Pandangan Maqasid Syari’ah Jasser Auda terhadap UU PUB beserta 

peraturan perundang-undangan dibawahnya dapat disimpulkan bahwa 

adanya tujuan yang baik dalam peraturan tersebut guna mencapai 

kemaslahatan umat manusia. Namun adanya tujuan baik titu belum 

sepenuhnya didukung oleh ketentuan-ketentuan yang diatur dalam 
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peraturan perundang-undangan tersebut. Pada 6 (enam) fitur pendekatan 

sistem yang dikemukakan oleh Jasser Auda yaitu kognitif, 

kemenyeluruhan (wholeness), keterbukaan, hierarki saling berkaitan, 

multi dimensionalitas, dan kebermaksudan (purposefulnees) belum 

sepenuhnya terpenuhi. Berdasarkan 6 (enam) fitur pendekatan sistem 

yang dikembangkan oleh Jasser Auda hanya fitur kemenyeluruhan dan 

hierarki saling berkaitan saja yang telah terpenuhi, sedangkan fitur 

kognitif, keterbukaan, multi dimensionalitas, dan kebermaksudan belum 

terpenuhi. 

B. Saran 

Setelah memperoleh hasil dari penelitian, terdapat beberapa saran dari 

penulis yang dapat dipertimbangkan bagi beberapa pihak, diantaranya ialah: 

1. Kepada pemerintah, agar dapat mengutamakan pembahasan mengenai 

penyempurnaan terhadap kekurangan yang ada dalam UU PUB. Lebih 

lanjut lagi dari hasil pembahasan terebut dapat dilakukan pembaharuan 

regulasi tentang pengumpulan uang atau barang. Oleh karenanya 

dengan adanya kekurangan-kekurangan pada regulasi tersebut yang 

sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi yang terjadi atas 

perkembangan zaman, maka seharusnya UU PUB tersebut harus 

direvisi. 

2. Kepada pelaku pengumpulan uang atau barang, agar dapat melakukan 

kegiatan pengumpulan uang atau barang dengan sebaik-baiknya sesuai 

dengan regulasi yang ada. Lebih lanjut penulis menyarankan pada 
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pelaku kegiatan dengan adanya kekurangan pada regulasi tentang 

pengumpulan uang atau barang, maka jangan sampai memanfaatkan 

kekurangan tersebut untuk kepentingan pribadi. 

3. Kepada para pihak donatur, agar dapat lebih memperhatikan serta 

berhati-hati lagi dalam rangka upaya untuk menyalurkan niat baiknya 

dengan bentuk donasi kepada pihak yang menyelenggarakan kegiatan 

pengumpulan uang atau barang. 
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